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xPEDOMAN TRANSLITERASI
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
xi
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn (ﲔﺑ) dan qawl (لﻮﻗ).
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf besar (Al-) Contohnya: Al-Khitâb.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat
yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-
Qur’an, sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh,
misalnya: ﺖﻴﺒﻟا ﻞﻫا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. swt. = subhânahû wata’âlâ
2. saw. = shallâ Allâhu ‘Alaihi wa Sallam
3. H. = Hijriah
4. M. = Masehi
5. S.M. = Sebelum Masehi
6. QS .../... : .... = Quran Surah …, ayat ...
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ABSTRAK
Nama : Zulkarnain
NIM : 10300108068
Judul Skripsi : Perbarengan Melakukan Tindak Pidana (Concursus) dalam
Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Perbandingan)
Judul dari skripsi ini adalah “Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
(Concursus) dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (sebuah analisis
perbandingan)”.Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana para
pakar hukum, para tenaga pendidik, mahasiswa, dan umat Islam Indonesia pada
umumnya mengetahui dan memahami, Bagaimana perihal tentang concursus atau
perbaengan tindak pidana ditinjau dari perspektif KUHP atau hukum positif dan dari
perspektif hukum pidana Islam di Indonesia.
Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syariat Islam.M etode Pendekatan
yuridis, yaitu pendekatan yang melihat beberapa indikasi tentang masalah concursus
menggunakan kacamata hukum positif (KUHP). Sedangkan pendekatan Syariat
islam, dalam hal ini penulisan skripsi berdasarkan pada orientasi penganalisaan
dengan menggunakan dalil-dalil Alquran dan hadits yang berhubungan dengan
masalah hukum pidana Islam. Metode pengumpulan datadalam pembahasan skripsi
ini, penulis mempergunakan riset yaitu penelitian kepustakaan dari berbagai buku dan
memahaminya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data dianalisis
dengan menggunakan bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan tentang
Perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP dan hukum Islam, yang
selanjutnya dilakukan analisa dari masing-masing hukum tersebut. Dan dalam
menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu
menganalisis data dengan membandingkan antara dua hukum yang berbeda yaitu
antara KUHP dan hukum Islam mengenai gabungan pemidanaan untuk mencari
persamaan dan perbedaan antara keduanya.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada dasarnya para pakar hukum,
tenaga pendidik, mahasiswa, dan umat islam di indonesia pada umumnya dapat
mengetahui, memahami dan membandingkan baik secara teoritis maupun praksis
tentang perbarengan tindak pidana di tinjau dari perspektif KUHP dan hukum pidana
Islam.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selama-
lamanya, sehebat apapun mereka sebagai manusia. Manusia saling membutuhkan
antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia.
Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat
toleran antar sesama dan menghasilkan bentuk masyarakat yang memiliki
karakteristik sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Oleh karena itu manusia
sebagai makhluk sosial, itu hampir tidak diragukan lagi. Karena keberadaan manusia
sebagai makhluk sosial tersebut maka masing-masing individu memiliki kepentingan
yang terwujud dalam bentuk kerjasama bahkan sebaliknya dapat menimbulkan
pertentangan-pertentangan yang menghasilkan dinamika bermasyarakat yang
beragam. Meskipun pada dasarnya semua agama dalam ajarannya menjelaskan dan
memerintahkan umatnya untuk selalu bertoleransi, saling menolong dan menghargai
demi terciptanya masyrakat yang adil damai dan sejahtera. Dalam islam misalnya,
telah gambalang dijelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu
diperintahkan untung saling berpegang teguh pada kebaikan dan menjauhkan diri
2perilaku-perilaku yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sebagai salah satu ciri umat yang
bertaqwa kepada-Nya, seperti dijelaskan dalam QS al-Māidah/5: 2.
                      
Terjemahnya :
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya siksa Allah amat berat.1
Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah undang-undang atau
peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud
dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja
tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka dari itu
diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma
kesopanan, dan juga norma hukum.
Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan
bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat
pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma ataupun aturan
tersebut kemudian dikenal dengan hukum, yaitu satuan ketentuan baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat sehingga bagi
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: PT.
Lentera Abadi, 2010), h. 478.
3siapapun yang melanggar tata tertib tersebut maka akan dijatuhi hukuman
sebagaimana ketentuan yang ada.
Kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehenfdak
untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin
hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-
hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan
pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang bersifat
preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan
yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang
telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. adanya suatu hukuman yang
diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu
jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun
hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat
sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang
nyata bagi masyarakat. Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia
dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan
kejahatan.Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang
pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jarimah, sangsi
itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jarimah itu dapat derita
4karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan
pengajaran serta pendidikan.2
Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa
keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu
hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat
ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti
pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri.
Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan
oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal
hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman
mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan
hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.
Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam
melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak
pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan
hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan
pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan
menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di
samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal
2Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy, Jilid I (Kairo: Dār al Urubah, t.th.), h.
442.
5bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak
pidana (general deterrent effect).3
Dalam kehidupan manusia adakalanya sering ditemukan seseorang melakukan
perbuatan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk
melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah pun
dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, pada suatu malam A yang tidak mempunyai
SIM bahwa ia boleh mengemudi mobil, menjalankan kendaraannya dalam kota
dengan kecepatan yang lebih dari 40 km/jam tanpa memasang lampu. Dalam hal ini
A telah mengadakan pelanggaran 1) menjalankan kendaraan tanpa mempunyai SIM,
2) melampaui batas kecepatan mobil yang diperbolehkan dalam kota, dan 3) tidak
memasang lampu pada waktu malam hari. Dari kasus ini timbul pertanyaan
bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan? Apakah A itu akan dijatuhi tiga
hukuman sekaligus (karena mengadakan tiga pelanggaran) ataukah ia dijatuhi hanya
satu hukuman saja tetapi yang diterberat?4
Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu perbarengan
tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana.
perbarengan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik
cumulatie atau concursus yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.
3Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 49.
4E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 137.
6Adanya perbarengan peristiwa pidana ini, menimbulkan adanya perbarengan
pemidanaan. Jadi perbarengan pemidanaan ada karena adanya perbarengan tindak
pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika
KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan
mengenai ukuran dalam menentukan pidana (straftoemeting) yang mempunyai
kecenderungan pada pemberatan pidana.5
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:
“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana,
maka hanyalah satu-satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana
berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.
Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana
sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana perbarengan sebagaimana
dimaksud oleh pasal di atas.6
Sementara itu dalam hukum Islam perbarengan tindak pidana ini menjadi
perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat
Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah pidananya,
sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada hukumnya
tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan
qishos, zina dengan rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak
5Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h 169.
6Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 27.
7semua peristiwa pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur’an maupun Sunnah
Rosul. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang untuk memberikan
hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan atau bersamaan.
Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu, menyebabkan orang merasa
tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang
sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana oleh karena tidak
menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hukum Islam dicontohkan dengan kasus
pencurian yang diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah
ia akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, rajam dan
kemudian hukuman qishos, ataukah ia hanya akan menjalani salah satu hukuman
yang terberat saja yakni hukuman qishos. Para ulamapun berbeda pendapat mengenai
bagaimana pemberian hukuman bagi perbarengan perbuatan ini.
Bagaimana Islam memandang masalah ini tentu berbeda dengan pandangan
KUHP dalam menyelesaikan perbarengan perbuatan ini, dimana hal ini berkaitan erat
dengan masalah pemberian pidana yang nentinya akan dijatuhkan.
Adanya perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam menyelesaikan
masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih
lanjut yaitu dengan cara membandingkan antara keduanya sehingga nampak adanya
segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.
8B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan
nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasikan pokok-
pokok masalah yang perlu dibahas. Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana teori tentang perbarengan tindak pidana baik dalam hukum Islam
maupun KUHP?
2. Bagaimana analisis (persamaan dan perbedaan) hukum Islam dan KUHP
mengenai teori perbarengan melakukan tindak pidana?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari kesalafahaman tentang pengertian judul maka perlu di
beri pengertian kata per kata yang terdapat dalam judul. Adapun kata-kata yang
dimaksud yaitu :
1. Tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai sebagai
kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya.7
2. Concursus yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang
menimbulkan masalah dalam penerapannya (hukum pidana).8
7Marwan M dan P. Jimmy, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 132.
8Marwan M dan P. Jimmy, Kamus Hukum, h. 133.
93. Hukum Islam yaitu hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan
Alquran dan hadis.9
Dari pengertian yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perbarengan
tindak pidana (concursus) meurut perspektif KUHP dan hukum Islam adalah suatu
pengkajian teoritis tentang suatu perkara yang terjadi yang berentetan dan terjadi
pada suatu waktu dipandang dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
hukum Islam (Alquran dan hadis).
D. Kajian Pustaka
Perbarengan pemidanaan atau hukuman ada manakala terdapat perbarengan
jarimah atau perbuatan pidana dimana masing-masing perbuatan pidana itu belum
mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan merupakan bentuk permasalahan yang
bertalian dengan pemberian pidana. Utrecht mendefinisikan perbarengan dengan satu
orang melakukan beberapa peristiwa pidana.
Perbarengan melakukan tindak pidana ini juga disebut perbarengan perbuatan
pidana, hal ini dijelaskan oleh Sahetapy dalam bukunya yang berjudul Hukum
Pidana. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan
perbarengan tindak pidana akan dijatuhi hukuman maksimal.
Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan
perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang
9Marwan M dan P Jimmy, Kamus Hukum, h. 264.
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melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan
yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah
satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.10
Dalam KUHP dan penjelasannya, perbarengan peristiwa pidana ini terdapat
dalam pasal 63 sampai 71. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terdapat tiga
bentuk perbarengan perbuatan pidana dan sistem hukuman yang harus diterapkan.
Adapun bentuk-bentuk perbarengan yang dimaksud adalah pertama, Concursus
Idealis atau Eendaadse Samenloop (perbarengan satu perbuatan), kedua, perbuatan
yang berkelanjutan (diteruskan) atau Voorgezette Handeling, ketiga, Concursus
Realis atau Meerdaadse Samenloop.
Sementara itu Muhammad Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum
dalam Buku Pertama KUHP menjelaskan tentang perbarengan melakukan tindak
pidana mempunyai dua bentuk yaitu concursus idealis dan concursus realis. Hal ini
juga dijelaskan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana II.
Mas’ad Ma’shum dalam bukunya Hukum Pidana I membahas mengenai
sistem pemidanaan bagi perbarengan perbuatan pidana, di dalam buku tersebut juga
membahas empat macam cara dalam memberikan hukuman bagi seseorang yang
melakukan tindak pidana perbarengan, keempat cara tersebut adalah11 pertama,
sistem hisapan (absorbtie stelsel), kedua, sistem hisapan yang diperkeras (verscherpte
10Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum
Pidana Kodifikasi, h. 169-170.
11Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I (Yogyakarta: Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, t.th.),
h. 124-125.
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absorotie stelsel), ketiga, sistem cumulatie yang murni (het zuivere comulatie stelsel),
keempat, sistem cumulatie yang terbatas (het gemetigde cumulatie stelsel).
Sementara itu dalam menanggapi perbarengan hukuman ini dalam hukum
Islam, Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara’
sudah mengenal perbarengan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara
mutlak.
Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu 1) teori saling memasuki (at-
Tadakhul) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki,
sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan
satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman
yangpelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.12 Begitu pula M.
Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam.
Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh al – Islam Waadillatuhu dijelaskan
mengenai perbarengan hukuman bagi pelaku tindak pidana perbarengan, dimana
tindak pidana perbarengan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu pertama,
perbarengan jarimah dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, kedua,
perbarengan jarimah dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus
hak anak manusia, ketiga perbarengan jarimah dimana hukumannya merupakan hak
anak manusia murni.
12Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy, h.747.
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al-Ramli, dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj, sebagaimana dikutib oleh
Ahmad Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan
dalam Islam) menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai
perbarengan dan penyerapan hukuman. Imam Malik misalnya mengenal teori at-
Tadakhul yaitu apabila seseorang melakukan jarimah qadhaf dan minum khamr,
sesudah itu tertangkap, menurut teori ini, hukumannya cuma satu, yaitu 80 kali jilid.
Alasannya karena jenis dan tujuannya sama.
Sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa
hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya
itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan
perbarengan antara hak Allah dan hak Adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah
hak adami terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut
Imam Syafi’i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi
hukuman satu persatu.13
Berdasarkan pada perbedaan pendapat tersebut di atas, dan karena masih
minimnya pembahasan secara akademis tentang perbarengan tindak pidana menurut
perspektif Hukum Islam dan KUHP (dalam study komparatif), mendorong penyusun
untuk membahas lebih lanjut tentang perbarengan hukuman ini dan menurut
penyusun kajian ini menjadi sangat penting untuk dibahas.
13Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30.
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Sepanjang pengetahuan penyusun ada sebuah skripsi yang membahas
mengenai delik perbarengan, yang berjudul Pandangan Imam Syafi’i tentang Delik
Perbarengan dan Akibat Hukumnya yang ditulis oleh Roziqin tahun 2000. Namun
skripsi tersebut berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis, karena di dalam
skripsi penyusun membahas tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana dalam
Perspektif dan Hukum Islam dalam sebuah study komparatif. Jadi penelitian ini jelas
berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh Roziqin, karena tidak hanya dibahas dalam
satu pandangan saja, tetapi dibandingkan antara KUHP dengan Hukum Islam.
E. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (library
research) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu perbarengan melakukan tindak
pidana yang ditinjau dari KUHP dan hukum Islam.
Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu
menggambarkan tentang perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP dan
hukum Islam, yang selanjutnya dilakukan analisa dari masing-masing hukum
tersebut.
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif
yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan
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maksud memberikan penilaian tentang perbarengan melakukan tindak pidana dalam
pandangan KUHP dan hukum Islam.
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan
memperoleh data primer dan sekunder.Data-data primer antara lain Abdul Qadir
Audah dengan kitabnya at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy, Muhammad Abu Zahrah
dengan kitabnya al-‘Uqubat: al-jarimah wa al-uqubah fi al Fiqh al Islami, kemudian
dari segi hukum positif yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil
penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.
Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode
komparatif yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara dua hukum yang
berbeda yaitu antara KUHP dan hukum Islam mengenai perbarengan pemidanaan
untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pemberian pidana bagi suatu jarimah
ganda baik menurut hukum Islam maupun KUHP.
b. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang teori perbarengan
melakukan tindak pidana dalam hukum Islam dan KUHP.
2. Kegunaan Penelitian
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a. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah yang perlu
diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP dan teori-teori yang
terdapat dalam hukum Islam mengenai teori perbarengan pemidanaan
b. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan baik
hukum Islam maupun KUHP.
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BAB II
PERBARENGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)
MENURUT KUHP
A. Pengertian dan Dasar Hukum
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian
perbarengan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para
sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai perbarengan melakukan tindak
pidana ini.Perbarengan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan
concursus atau samenloop14 yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang
dilakukan oleh satu orang.15 Dalam KUHP perbarengan melakukan tindak pidana
sering diistilahkan dengan Samenloop van Strafbare Feiten yaitu satu orang yang
melakukan beberapa peristiwa pidana,16 sementara itu Mas’ad Ma’shum memberikan
definisi perbarengan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang.17 Mr. Karni lain lagi, beliau lebih suka memakai istilah
“delik yang tertindih tepat” oleh karena pada concursus tersebut nampak beberapa
delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat.18
14Nur’Ainy. AM., Hukum Pidana (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
2003), h. 85.
15Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 169.
16E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 137.
17Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
1989), h. 122.
18Zaenal Abidin, dkk.,Hukum Pidana (Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq
Makasar), h. 105.
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Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu
tentang pengertian perbarengan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai
penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang.
Pada delik penyertaan (delneming) terlibat beberapa orang dalam satu
perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada perbarengan beberapa perbuatan atau
concursus terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu
orang, sebagaimana dalam recidive.Akan tetapi dalam recividive, beberapa perbuatan
pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah
mengulang kembali melakukan kejahatan.
Sementara itu dalam perbarengan melakukan tindak pidana, pelaku telah
berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada
pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan
tersebut.19
Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan
perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu
perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa
perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili
sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.20
19Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP (Bandung: Alumni,
1986), h. 84.
20Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi, h. 169-170.
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Perbarengan melakukan tindak pidana (concursus) diatur dalam KUHP mulai
pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI21. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat
menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang
melakukan perbarengan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman
yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari perbarengan
melakukan tindak pidana ini, adalah:
1. Pasal 63 tentang Concursus Idealis22
(1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka
hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain,
maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
(2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana
umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah
yang digunakan.
Dari pasal di atas maka orang yang melakukan  tindak pidana sekaligus dapat
dikatakan melakukan peristiwa pidana perbarengan sebagaimana dimaksud oleh pasal
ini.
Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat
dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum,
21Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta:Bumi Aksara, 2011), h. 27
22 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 27.
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maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai.Ini adalah penjelmaan slogan
kuno yang berbunyi lex specialisderogatlex generalis.
2. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling23
(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu
masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu
ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana
pokoknya;
(2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang
disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang
terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373,  379 dan
pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian
atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan
ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.
Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu
antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya.Tindak pidana yang
dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan
(pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372)
selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378),
perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).
3. Pasal 65 tentang Concursus Realis24
(1) Jika ada perbarengan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus
dipandang  sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan
kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana
saja yang dijatuhkan;
23 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h.28.
24 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 28.
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(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap
perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.
Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini  adalah bentuk perbarengan beberapa
kejahatan (concursus realis). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa
kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah
sejenis hukuman mana  tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat
ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang perbarengan kejahatan
yang hukumannya sejenis.
4. Pasal 66 KUHP25
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang
atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu
dijatuhkan,  tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang  tertinggi
ditambah sepertiganya;
(2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana
kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi perbarengan beberapa perbuatan
(concursus realis) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-
kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu
melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak
boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah  dengan sepertiganya bagi hukuman
denda diperhitungkan hukuman kurangan penggantinya.
25 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 28-29.
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5. Pasal 67 KUHP26
Pada pemidanaan  dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat
dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang  yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.Dalam
pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat
dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang
dikenakan.
6. Pasal 68 KUHP27
(1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam pasal 65 dan 66 maka tentang pidana
tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:
Ke-1 Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-
kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau
pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-
kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP pasl 38)
Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-
tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;
Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu
tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak
dikurangi.
(2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan
bulan.
26Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 29.
27Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 29.
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Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan
hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya.
Lamanya pencabutan harus sama dengan  lamanya hukuman penjara atau hukuman
kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-
lamanya lima tahun.
Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan
pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi.  Demikian pula apabila
dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari
hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus
dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh
lebih dari delapan bulan.
7. Pasal 69 KUHP28
(1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut
urutan pada pasal 10;
(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka
untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;
(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh
maksimumnya;
(4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok
yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.
Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu
hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10,
apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang
28Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 29-30.
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terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh
maksimumnya.
8. Pasal 70 KUHP29
(1) Jika ada perbarengan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara
pelanggaran dengan kejahatan atua antara pelanggaran dengan pelanggaran,
maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
(2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti,
tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan
pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.
Pasal 70 ini memuat tentang perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau
pelanggaran dengan pelanggaran.Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi
hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman
sendiri-sendiri.Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu
tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda
tidak boleh lebih dari delapan bulan.
9. Pasal 70  bis
Dalam melakukan pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan yang diterangkan
dalam pasal 302, ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai
pelanggaran,30 tetapi jika dijatuhkan pidana penjara jumlah pidana ini bagi kejahatan-
kejahatan tersebut tidak boleh melebihi delapan bulan.
29Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h.30
30Pasal 302 ayat (1) penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan ringan, 364
pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, dan 482 penadahan ringan.
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Untuk menjalankan peraturan dalam pasal 65, 66, dan 70 maka untuk
kejahatan ringan harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan apabila
dijatuhi hukuman penjara maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.
10. Pasal 71 KUHP31
(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu
itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal
perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula
berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan
pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.32
Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk perbarengan tidak senantiasa dapat
diadili sekaligus dalam waktu yang sama.Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah
diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana
perbarengan.
B. Teori Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
Pokok persoalan dalam perbarengan melakukan tindak pidana adalah
mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah
melakukan delik perbarengan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa
31Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h.30.
32R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi
Pasal. (Bogor: Politeia, 1981),,h. 68-74.
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dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman
bagi pelaku tindak pidana perbarengan, yaitu:33
1. Absorbsi Stelsel
Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara
beberapa pidana yang diancamkan.Dalam.hal ini seakan-akan pidana yang ringan
terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat
kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang
lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat.
Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk perbarengan
tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.
2. Absorbsi Stelsel yang  Dipertajam
Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun
masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang
disebutkan.Sistem ini dipergunakan untuk perbarengan tindak pidana berganda
dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan
adalah pasal 65
3. Cumulatie Stelsel
Culmulatie Stetsel adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari
perbarengan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa
dari penjatuhan hukuman tersebut.Sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak
33Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h. 124-125.
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pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan
pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP
4. Cumulatie yang Diperlunak
Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah
dilakukan, dijumlahkan seluruhnya.Namun tidak boleh melebihi maksimum
terberat ditambah sepertiganya.Sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak
pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis.Adapun
dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.
Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu
sistem absorbsi, absorbsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak.Sementara
itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan
dengan ajaran samenloop yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.34
Sebagaimana diketahui bahwa adanya perbarengan perbuatan maka
menimbulkan adanya perbarengan pemidanaan. Abdul al Qadir Audah dalam
kitabnya Al-Tasyri’ al Jinaiy al Islami menjelaskan bahwa menurutnya dalam hukum
positif terdapat tiga metode yang berkaitan dengan perbarengan jarimah ini, yaitu:
1. Metode Pengperbarengan (al-Jam’u). Metode ini menghendaki diterapkannya
atas pelaku kejahatan, hukuman bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, teori ini
disebut juga dengan teori kumulasi atau teori berganda.
34Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana (Bandung: Armico, 1985), h. 28.
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2. Metode Penyerapan (al-Jabbu) yaitu memberikan hukuman yang paling berat di
antara hukuman-hukuman yang lain yang harus diberikan. Metode ini
menghendaki agar pelaku kejahatan tidak menerima hukuman kecuali hukuman
yang paling berat atas beberapa jarimah yang dilakukannya. Teori ini disebut
juga teori Absorbsi.
3. Metode Pencampuran (al-Mukhtalath) yaitu adanya pengperbarengan beberapa
jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu.35
Pembahasan mengenai sistem hukuman tersebut di atas selanjutnya akan
dibahas dalam bentuk-bentuk perbarengan melakukan tindak pidana menurut KUHP.
C. Bentuk-Bentuk Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
Perbarengan hukuman terjadi ketika terdapat perbarengan melakukan tindak
pidana.Perbarengan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan
beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih
perbuatan-perbuatan itu. Menurut ilmu hukum, dalam hukum positif terdapat tiga
bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:
1. Perbarengan satu perbuatan / concursus idealis / Eendaadse Samenloop
2. Perbuatan berlanjut / Voorgezette Handeling
3. Perbarengan beberapa perbuatan / concursus realis / Meerdaadse Samenloop
35Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami (Beirut: Muassasah al
Risalah, 1987),  h. 745.
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Adapun penjelasan dari ketiga bentuk perbarengan tindak pidana tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Perbarengan satu perbuatan atau concursus idealis atau eendaadse samenloop
Yaitu perbarengan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan
dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa
peraturan pidana.36
Concursus idealis ini  diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:
“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana,
maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana
berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.
Perbarengan satu perbuatan (concursus idealis) menurut pasal 63 ini adalah
melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana
yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain
(conditio sine quanon).37
Yang menjadi pokok persoalan dalam concursus idealis ini adalah mengenai
pengertian suatu perbuatan (feit).Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat
dikatakan sebagai perbarengan perbuatan bersamaan, ternyata sulit untuk
menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang
dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari  beberapa putusan hakim sudah dapat
36Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, h. 84.
37R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 68
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dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan
pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai feit ini
bermacam-macam.Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan feit
adalah perbuatan material.38
Jonkers berpendapat sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam bukunya
Hukum Pidana mendefinisikan satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat
dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat masuk dalam
beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah
memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti
materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi.
Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan
Zevenbergen menafsirkan feit sebagai satu perbuatan fisik (Lichamelijke Handeling).
Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang feit sebagai satu perbuatan fisik,
yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat terlepas
dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif
(kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai.39
Sebagai contoh misalnya seseorang  yang mengendari sepeda motor pada
malam hari dan juga dalam keadaan mabuk, dengan kendaraan tanpa lampu dan tanpa
38Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1979), h.
47.
39Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, h. 90.
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SIM. Dalam kasus ini apabila diterapkan dalam pengertian satu perbuatan secara
materiil maka kasus tersebut hanyalah terdapat satu perbuatan atau satu gerakan
badan atau tindakan fisik semata, sehingga kasus inipun merupakan perbarengan  satu
perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Arrest Hoge Road tanggal 26 Mei 1930.
Namun demikian, hal ini tidak dapat memberikan kepuasan hukum karena pada
dasarnya hukum pidana tidak mempersoalkan gerakan-gerakan badan. Berangkat dari
kasus tersebut maka pada tanggal 15 Pebruari 1932 Hoge Road merubah
pendiriannya yang mana hal itu bertentangan dengan Hoge Road tanggal 26 Mei
1930.  Menurut Hoge Road 15 Pebruari 1932 dalam kasus tersebut di atas orang
tersebut melakukan  dua macam pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri dan
berlainan sifat.40
Kedua perbuatan tersebut tidak dapat dianggap menghasilkan perbarengan
dari satu perbuatan dengan pertimbangan:
a. Bahwa ciri dari perbuatan pertama harus dicari di dalam situasi dimana
seseorang berada, sedangkan yang kedua di dalam keadaan kendaraan
bermotornya. Bahwa kedua perbuatan tersebut harus dipandang dari sudut
hukum pidana, terlepas satu sama lain.
b. Bahwa kebersamaan kejadian adalah bukan sesuatu hal yang sesungguhnya harus
timbul, berhubung perbuatan yang pertama tidak menimbulkan yang kedua maka
40E. Utrecht, Hukum Pidana II, h. 140.
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dari perbuatan yang pertama tidak dapat dianggap sebagai dalam keadaan dimana
perbuatan yang lain berada.41
Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang perbarengan
melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis
oleh:
1. Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan
Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Pebruari
1932, adalah:42
a. Bahwa pada pactum perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada
dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada pactum mengendarai mobil tanpa 2
lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada
2 perbuatan.
b. Bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas
satu dari yang lain.
c. Bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana
yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain.
d. Bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
e. Bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
41Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, h. 90-91.
42Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco,
1989), h. 140.
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f. Bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang
di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan.
g. Bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir terlepas satu dari
yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.
Pada tanggal 6 Juni 1932 muncul lagi keputusan Hoge Road dalam kasus
yang berbeda yaitu menangkap ikan dengan alat penangkap ikan  yang dilarang,
kecuali dengan  surat ijin, dan dilakukan di perairan. Dengan tidak ada ijin dari yang
punya, biarpun merupakan suatu perbuatan adalah dua perbuatan yang sifatnya
berlainan yang senyatanya terpisah satu sama lain. Keputusan inipun ternyata belum
juga dapat memenuhi rasa keadilan dari perasaan hukum sehingga muncul Arrest
Hoge Road yang  lain seperti pada tanggal 24 Oktober 1932.43
Yurisprudensi Hoge Road tahun 1932 tersebut kemudian disusul oleh arrest-
arrest yang lain; pada tanggal 1 Mei 1934 muncul kembali Arrest Hoge Road yang ini
diharapkan dapat memberikan solusi dari makna satu perbuatan ini yang menjelaskan
bahwa yang  dimaksud dengan satu perbuatan dalam pasal 63 ialah sebagai sebutan
untuk segala tindakan yang dapat dihimpun di dalam satu ketentuan pidana.
2. POMPE: Hukum tidak mengenal gerakan otot atau gerakan-gerakan badan tetapi
berbagai tujuan atau satu tujuan yang harus dicapai oleh sesuatu tindakan, tujuan
yang khas dari tindakan itu adalah menentukan jawaban atas pertanyaan:
43Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h. 128.
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“Apakah terdapat perbarengan satu perbuatan atau perbarengan dari beberapa
perbuatan?” Satu perbuatan yang dimaksud dalam pasal 63 harus dipandang dari
sudut hukum  pidana.
3. VOS: Hanya terdapat perbarengan satu perbuatan, apabila hanya terjadi satu
peristiwa yang nyata dan tegas atau apabila terdapat beberapa akibat yang nyata
atau perbuatan yang satu merupakan conditio sine quanon dari perbuatan lain.
4. Taverne: perbarengan beberapa perbuatan terjadi apabila tindakan yang berbeda
dari sudut hukum pidana inconcreto dapat dianggap satu sama lain terlepas.
5. V. Bemmelen: Perbarengan satu perbuatan atas beberapa perbuatan pidana adalah
tergantung pada terlanggarnya satu atau beberapa kepentingan  hukum atau
apakah terdakwa dengan melakukan perbuatan yang satu dengan sendirinya
melakukan perbuatan yang lain.44
Dari berbagai pendapat serta arrest-arrest Hoge Road tersebut di atas ternyata
belum memberikan dasar yang tegas, namun demikian adanya pemaknaan satu
perbuatan ke dalam pengertian materiil yaitu gerakan badan sebenarnya sudah dapat
dijadikan sebagai dasar bagi perbarengan pidana ini.
Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari concursus idealis dapat diketahui
bahwa dalam concursus idealis ini menganut sistem pemidanaan absorbsi atau
penyerapan.Dalam absorbsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah
melakukan perbarengan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana
44Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h. 130-131.
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hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang
diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah
hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan. Adanya
kesan selama ini bahwa adanya perbarengan dalam pidana merupakan ketentuan
mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam
pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya perbarengan ini justru
hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah
tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi:
“Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal
hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada perbarengan
kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pasal
52.”45
Di samping adanya faktor perbarengan yang menjadikan suatu hukuman lebih
berat, di sisi lain hakim juga memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan
pemberian pidana.
Di dalam konsep Usul Rancangan KUHP Baru ke I tahun 1982, pedoman
pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut:
Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:
Ke 1 :  Kesalahan pembuat;
45R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 30.
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Ke 2 :  Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
Ke 3 :  Cara melakukan tindak pidana;
Ke 4 :  Sikap batin pembuat;
Ke 5 :  Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
Ke 6 :  Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
Ke 7 :  Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
Ke 8 :  Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.46
Mengapa hanyalah hukuman yang terberat saja yang dijatuhkan, tidak semua
hukuman yang diancamkan.Mengingat orang tersebut telah melakukan banyak
kejahatan yang membuat masyarakat resah. Keadilan yang diharapkan masyarakat
seakan pudar secara pelan-pelan dengan adanya undang-undang yang menyatakan
bahwa seseorang yang melakukan perbarengan pidana hanya akan mendapatkan satu
jenis hukuman yakni hukuman yang terberat saja yang diharapkan hukuman yang
terberat tersebut sudah  menghisap perbuatan yang  ringan. Alasan yang menjadi
dasar aturan ini  adalah bahwa setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu
hukuman.
2. Perbuatan berlanjut atau voorgezette handeling
46Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1998), h.
69.
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Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilanjutkan ialah beberapa perbuatan
dimana antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, namun masing-masing berdiri
sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.47
Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah pasal 64 (1) yaitu:
“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu
masing-masing telah merupakan kejahatan atua pelanggaran, sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu
ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana
pokoknya”.48
Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan
satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang
sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik
perbarengan ini adakalanya ditemukan delik perbarengan yang mempunyai akibat
hukum yang berbeda.
Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik  yang mempunyai akibat hukum
yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana
diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan
peraturan hukum tersendiri.
47 Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana, h. 35.
48 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 69.
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Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana
dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja
yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya.Dalam hal ini berarti dianut sistem
absorbsi sebagaimana dalam perbarengan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan
dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan.
Sebenarnya hubungan yang bagaimanakah yang harus ada antara perbuatan-
perbuatan yang dapat dihukum, agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
dilanjutkan?Dalam pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan ketentuan-ketentuan
atau batas-batas mengenai hal ini. Batas-batas inipun tidak pula dijelaskan dalam
undang-undang yang lain, sehingga mengenai hal inipun diserahkan pada ilmu
pengetahuan dan praktek-praktek hukum di pengadilan.
Menurut Memorie Van Toelighting (M.V.T.) mengenai hal ini menentukan
syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:49
a. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
Satu kehendak yang dimaksud adalah satu tujuan yang hendak dicapai
dilarang untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-
undang.
Dalam hal ini dicontohkan: seorang pelayan yang mencuri uang majikannya,
berpikir, kalau ia mencuri uang sekaligus dalam jumlah yang banyak, akan ketahuan,
49Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h.134.
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tapi kalau ia ambil secara berangsur-angsur maka majikannya tidak akan
mengetahuinya  karena jumlah uang itu demikian banyaknya. Keinginan  untuk
mencuri uang itu sudah merupakan satu keputusan kehendak yang mempunyai satu
tujuan yang mana untuk memiliki uang tersebut yang dilakukan dengan cara
mencurinya dengan secara berangsur-angsur dari hari ke hari agar tidak dapat
diketahui oleh yang punya uang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan
perbuatan berlanjut.
b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
Artinya perbuatan-perbuatan itu terdapat persamaan bentuk ataupun jenisnya,
seperti kejahatan dengan kejahatan atua pelanggaran dengan pelanggaran.
Adanya kejahatan dalam bentuk biasa juga terdapat kejahatan yang sama tapi
dalam keadaan yang hukumannya lebih berat ataupun  lebih ringan. Seperti pencurian
yang diikuti dengan perusakan, pembunuhan dengan pembunuhan yang tidak
disengaja, dan lain-lain.
Pasal 64 ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini, adanya
seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan juga merusak uang dan
memakai benda maka hal ini termasuk dalam perbuatan berlanjut meskipun jenis
perbuatannya tidak sama bentuk atau jenisnya.50
50Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana I, h. 136.
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Di samping itu ayat-ayat dari pasal 64 memberikan kesan, bahwa pembuat
undang-undang tidak juga lekas memandang gampang akan adanya persamaan
macam di antara perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, pembuat undang-undang
perlu memandang secara sengaja menyamakan dua rupa perbuatan yang sifatnya agak
berlainan dengan menetapkan bahwa terhadap kejahatan pemalsuan dan kerusakan
mata uang dan terhadap menggunakan perabot untuk melakukan kejahatan tersebut,
hanyalah dikenakan satu macam ketentuan hukuman.51
c. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu
lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat
sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang
lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham “lanjutan”.52
Adanya ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan
oleh yurisprudensi Indonesia.
Munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini.Akibat-akibat itu terwujud dalam penentuan
ukuran hukuman yakni hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan yakni hukuman
yang terberat.Dari sini pula dapat diketahui bahwa perbuatan berlanjut tiap-tiap
perbuatan merupakan tindak pidana masing-masing, hanya untuk menjatuhkan
51Mr. R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana (tp: tnp, 1959), h. 177-178.
52Mr. R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, h. 178.
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hukumannya saja dianggap satu.Sedangkan di dalam hal perbuatan yang berlangsung
terus menerus, hanya terdapat satu perbuatan pidana.
Perbuatan lanjutan memiliki perbedaan dengan tindak pidana kebiasaan, dan
tindak pidana lanjutan, yakni sebagai ciri khas dalam tindak pidana kebiasaan
perbuatannya sendiri-sendiri dalam secara keseluruhan taupun tidak dapat
dihukum.Kebiasaan itu dapat merupakan masalah yang menetapkan hukuman
ataupun masalah yang dapat memperberat hukuman.Perbuatan dalam perbuatan
lanjutan sudah dapat dihukum secara tersendiri.Sedangkan pada tindak pidana
lanjutan terdapat hanya satu perbuatan yang dapat dihukum.53
3. Perbarengan beberapa perbuatan atau concursusrealis atau meerdaadse
samenloop
Yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan
mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan
atau pelanggaran mana belum ada  yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan
akan diadili sekaligus oleh pengadilan.54 Istilah lain dari perbarengan beberapa
perbuatan ini adalah meerdadse samenloop.
Dasar hukum dari perbarengan beberapa perbuatan terdapat dalam pasal 65,
yaitu:
53Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, h. 104.
54Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, h. 95.
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(1) Jika ada perbarengan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus
dipandang  sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya
merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka
satu pidana saja yang dijatuhkan;
(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap
perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.
Dari pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam
pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang
melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat
hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara.55
Dalam concursus realis ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:
a. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan  pidana sejenis;
b. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
c. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.56
Dari ketiga bentuk concursus realis ini maka sistem hukuman yang dipakai
antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga
ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya
akan dijatuhkan.
Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah:
1. Sistem absorbsi yang dipertajam
55R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 71.
56Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 175.
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2. Sistem kumulasi terbatas
3. Sistem kumulasi murni57
Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai
hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana
kurungan ataukah pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem
hukuman absorbsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis
hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat
yang ditambah sepertiganya. Dengan dianutnya sistem absorbsi yang dipertajam ini
maka dengan sendirinya menepis anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya
perbarengan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman
sebagaimana yang terdapat pada pasal 18. Namun yang terjadi adalah sebaliknya
yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya sistem absorbsi yang
seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah
adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.
Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada
jenis hukuman-hukuman yang lain yang itu juga merupakan hukuman pokok
sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 hukuman, yaitu hukuman
mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan.
Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka tidak khayal lagi jika terjadi
perbarengan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis.
57E. Utrech, Hukum Pidana II, h. 184.
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Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk
masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara sendiri-sendiri.
Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan
dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut
adalah  sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini
dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana
pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya.58
Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman
maksimum yang digantinya.Dalam hal ini menurut pasal 66 ayat 2 bagi hukuman
denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda
tidak dibayar.59 Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman ini disebut sistem
kumulasi yang diperingan, yaitu disebut kumulasi karena dapat ditentukan beberapa
hukuman-hukuman sebanyak dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan
dikatakan “yang diperingan” karena tidak dapat ditetapkan oleh hakim jumlah total
waktu untuk menjalani semua hukuman-hukuman, melainkan jumlah total itu harus
dikurangi.60
Apabila terdapat hukuman-hukuman alternatif, maka pertama-tama harus
ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya.Ini adalah
58Mr. J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Jakarta: Bina Aksara,
1987), h. 225.
59Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, h. 134.
60E. Utrech, Hukum Pidana II, h. 187.
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berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa, di dalam samenloop ini
haruslah diputuskan hukuman-hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan)
terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dari pasal 66 di atas hanyalah untuk
menghindarkan, jangan sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang berbeda-beda
dijatuhi hanya satu hukuman, dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan
hukuman yang lain seperti yang diancamkan oleh undang-undang.61
Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka
beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak tertentu,
merampas barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim (pasal 67).
Hukuman kurungan tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau
hukuman seumur hidup.62
Menurut pasal 68 dalam hal yang tersebut pada pasal 65 dan 66, maka tentang
hukuman tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Hukuman-hukuman mencabut hak yang dijadikan satu hukuman, minimal dua
tahun maksimal lima tahun lebih dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan, atau
jika tidak ada hukuman pokok lain selain denda yang dijatuhkan dijadikan satu
hukuman, maka minimal dua tahun maksimal lima tahun.
61P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar
Baru, 1979), h. 50.
62 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 71.
45
b. Hukuman-hukuman mencabut hak yang berbagai jenis dijatuhkan masing-masing
bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikuranginya.
c. Hukuman-hukuman merampas beberapa barang tertentu, demikian juga dengan
hukuman kurungan apabila barang itu tidak diserahkan, maka sebagai gantinya
dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.
d. Jumlah hukuman kurungan pengganti lamanya tidak boleh lebih dari delapan
bulan.63
Dari pasal 65 dan juga 66 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pasal
tersebut menjelaskan tentang perbarengan kejahatan dengan kejahatan, sementara itu
perbarengan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan
pelanggaran ketentuannya diatur dalam pasal 70.
Adapun bunyi pasal pasal 70 KUHP tersebut adalah:
“Jika ada perbarengan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara
pelanggaran dengan kejahatan atua antara pelanggaran dengan pelanggaran,
maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi”.
(Pasal 70 ayat 1)
“Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti,
tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan
pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan”. (Pasal 70 ayat 2)
Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam perbarengan perbuatan
yang terjadi antara pelanggaran dengan pelanggaran adalah dianut sistem kumulasi
63 Nur’ainy AM, Hukum Pidana. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
2003), h. 89.
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yaitu adanya penjumlahan terhadap hukuman yang diancamkan dari sekian
pelanggaran yang dilakukan.Sedangkan apabila terjadi perbarengan kejahatan dengan
pelanggaran maka sistem pemberian hukumannya adalah untuk kejahatannya
dijatuhkan hukuman sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannyapun
dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jumlah semua hukuman
kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu.
Dalam pasal tersebut bagi tindak pidana yang berupa kejahatan akan
dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri, begitu juga bagi pelanggaran-pelanggaran juga
dijatuhkan sendiri. Namun walaupun begitu jumlah dari hukuman itu tidak boleh
melebihi ketentuan yang telah ada yaitu bagi pelanggaran tidak boleh lebih dari satu
tahun empat bulan, dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih
dari delapan bulan.
Sementara itu pasal 71 menjelaskan bahwa apabila seseorang tertuduh
menunjuk pada menjatuhkan hukuman yang terdahulu maka hakim haruslah
menyelidiki keberatan dari tertuduh itu dan mencantumkan di dalam putusannya
mengenai penyelidikannya itu. Apabila hal itu tidak terdapat di dalam putusan itu dan
pasal 71 ini juga tidak disebutkan, maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa
ketentuan ini telah dilaksanakan, sehingga putusan hakim tidak cukup mempunyai
dasar.64
64 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, h. 51
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Untuk lebih jelasnya pasal 71 berbunyi:
(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang
dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini
dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula
berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam
dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.
Di samping itu, pasal 71 ini juga memuat ketentuan bahwa perbuatan yang
dilakukan dalam bentuk perbarengan, baik perbarengan satu perbuatan (concursus
idealis), perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) maupun perbarengan
beberapa perbuatan (concursus realis), tidak senantiasa dapat diadili secara sekaligus
dalam kurun waktu yang sama.
Dalam hal ini maka hukuman yang terdahulu dapat turut diperhitungkan pada
waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkara yang belum diputuskan yaitu dengan
cara perhitungan seperti halnya dengan perbarengan perbuatan yang diadili dengan
serentak. Pada umumnya menurut pasal 71 ini, apabila dalam hal mengadili perkara
yang tidak serentak pada terdakwa dalam perkaranya yang terdahulu, telah dijatuhkan
hukuman yang setinggi-tingginya maka bagi perkara berikutnya kepada terdakwa itu
tidak dijatuhi hukuman lagi, dan hanya dinyatakan bersalah saja tanpa hukuman.
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BAB III
PERBARENGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pengertian dan Dasar Hukum
Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau
jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing.Keberagaman jenis
hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan
tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda.
Hukuman manakah yang akan dijatuhkan? Apakah satu jenis hukuman ataukah
seluruh hukuman?
Perbarengan melakukan tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam
sebenarnya tidak terdapat istilah khusus.Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal
yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik perbarengan dan tentang
rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya
adanya delik perbarengan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.
Dalam hukum Islam, perbarengan hukuman ini terkenal dengan istilah
ta’adudul ‘uqubat (berbilangnya hukuman) dan al-ijtimaul ‘uqubah (terkumpulnya
beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami,
mengatakan:
50
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Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perbarengan jarimah terjadi
manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman
finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum
mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si
pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan
seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai
dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap
kejahatan yang telah dilakukannya.
Berangkat dari pengertian  ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara
perbarengan melakukan jarimah dengan pengulangan melakukan jarimah.
Dalam perbarengan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah
perbarengan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana
masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam
pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan  jarimah yang kedua
dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama. Dalam
masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku
kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan
terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya
65Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah,
1987), h. 744.
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hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak
mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul
kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.66
Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam
perbarengan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai
pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan perbarengan pidana apakah
hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman
yang sama ataupun berbeda.
Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat pengperbarengan hukuman
yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum
mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam
hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana perbarengan.
Tentunya perbarengan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan
kemaslahatan umat manusia.
Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan perbarengan melakukan tindak
pidana (concursus)  jarimah menurut hukum Islam ada dua, yaitu:
1. Alquran.
a. QS al-Māidah/5: 33.
66A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 247.
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                      
                 
               
Terjemahnya
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan
yang besar.67
b. QS al-An’ām/6: 40.
               
 
Terjemahnya
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu,
atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain
Allah; jika kamu orang-orang yang benar!”68
67Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta:
PT. Lentera Abadi, 2010), h. 567.
68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), h. 678.
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c. QS Yūnus/10: 27.
                    
                   
   
Terjemahnya
Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang
setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada bagi mereka seorang
pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan
kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.69
d. Surah al-Hajj/22: 60.
            
    
Terjemahnya :
“Demikianlah, dan Barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan
yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan
menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha
Pengampun.”70
69Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), h. 456.
70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), h. 346.
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e. Surah An-Nahl Ayat  126
                  

Terjemahnya:
”Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu
bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang
sabar.”71
2. Hadis
a. Riwayat Imam Bukhari:
 ﻰﺿر ﺲﻧأ ﻦﻋص ﱯﻨﻟا ﻰﻠﻋ مﺪﻗ لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ.م . ﺔﻨﻳﺪﳌا اوﻮﺘﺟﺎﻓ اﻮﻤﻠﺳﺄﻓ ﻞﻴﻜﻋ ﻦﻣ ﺮﻔﻧ
اﻮﻗﺎﺘﺳاو , , ﱴﺣ ﻢﻬﻤﺴﳛ ﱂ ﰒ
اﻮﺗﺎﻣ.72
b. Riwayat Anas bin Malik
71 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), h. 632.
72 Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhāri, Shahih al Bukhāri, Jilid IV (Beirut: Dar al
Fikr, t.t.), h. 174-175.
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 ﺪﺣﻻإ ﻪﻴﻠﻋ ﺲﻴﻟ ﻪﻧا ﺔﻋﺎﲨ ﺎﻣﻮﻗ فﺪﻗ ﻞﺟﺮﯩﻓ لﺎﻗ ﻪﻧا ﻪﻴﺑا ﻦﻋ ةوﺮﻋ ﻦﺑ مﺎﺸﻫ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣ
ﺪﺣاو .ﺪﺣاوﺪﺣﻵا ﻪﻴﻠﻋ ﺲﻴﻠﻓ اﻮﻗﺮﻔﺗ ناو ﻚﻟﺎﻣ لﺎﻗ73
B. Teori Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori
mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana
perbarengan, kedua teori tersebut adalah teori saling memasukkan (at-tadaahul), dan
teori penyerapan (al-jabbu).
a. Teori saling memasukkan (at-Tadaahul)
Maksud dari teori diatas adalah, seseorang yang melakukan perbarengan
jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia
melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut
saling memasuki, sebagian masuk pada sebagaian yang lain, sehingga hanya satu
hukuman saja yang dijatuhkan.
Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: pertama, apabila jarimah
yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu dilakukan
berulangkali namun dalam jenis yang sama maka sudah sepantasnya kalau hanya
dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Alas an dari
73Muh.Abd. Al Baqi ibn Yusuf al Zurqani, Syarah al-Zurqani ‘ala al Muwatta’ al Imam
Malik, Jilid: IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), h. 152.
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penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar dari pemberian hukuman adalah
untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila satu hukuman saja sudah cukup untuk
merealisasikan dua tujuan tersebut maka tidak perlu adanya perbarengan hukuman.
Selama hukuman tersebut mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah
pelakunya untuk mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum
cukup untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi
perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan atas
dasar jarimah terakhir yang dilakukannya. Kedua, meskipun beberapa perbuatan yang
dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling
memasuki dan cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi
kepentingan dan tujuan yang saja. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman
tersebut hanya satu yaitu perbarengan hukuman tersebut dilakukan, atas dasar
menjaga kemaslahatan.74 Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perbarengan jarimah
yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling
memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena
terkadang adanya pengperbarengan hukuman menyebabkan sampainya hukuman
pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh
waktu. Jadi apabila terjadi pengperbarengan hukuman maka berdasarkan teori ini
maka hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup.
b. Teori penyerapan (al Jabbu)
74A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 359.
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Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan perbarengan jarimah
akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman
yang lainnya atua pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.
Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman
pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman
pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana hukuman selainnya
tetap harus dilaksanakan.75 Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dn menyia-
nyiakan perkara.
c. Teori Percampuran (al Mukhtalath)
Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
dari dua metode sebelumnya yaitu teori al jabbu (penyerapan) dan teori ad tadaahul
(saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan
tengahnya.
Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam
menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini
langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori
sebelumnya. Pengperbarengan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh
melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman
ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.
75A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 749.
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Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para
ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari
penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan
mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk
perbarengan.
C. Bentuk-Bentuk Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
Sebagaimana diketahui bahwa adanya perbarengan melakukan tindak pidana
menyebabkan munculnya perbarengan hukuman. Munculnya teori-teori dalam
perbarengan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk perbarengan. Ibnu
Qudamah dalam kitabnya al Mughni mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah,
jarimah hudud dimana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari
tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah:
1. Perbarengan beberapa jarimah dimana semua hukumannya itu murni hak Allah.
2. Perbarengan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak
Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami
3. Perbarengan beberapa jarimah dimana hukumannya itu murni hak Adami.76
Ketiga kategori di atas juga dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya
al Fiqh al-Islam wa adilatuhu.77
76Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni (Riyad:
Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), h. 298-299.
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Pertama, keadaan dimana terdapat perbarengan beberapa jarimah yang semua
hukumannya murni hak Allah. Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang
di dalamnya terdapat hak murni Allah atau perbarengan hukuman atas pelanggaran
hak-hak Allah murni. Untuk perbarengan ini terdapat tiga bentuk perbarengan, yaitu:
a. Perbarengan beberapa jarimah yang terdapat ancaman pidana mati
Syafi’i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbarengan beberapa
tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka
semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha
berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugus dan hanya hukuman mati saja
yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas’ud, Atha’, as-Sya’bi, an Nakhaiy,
al-Auza’iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.78
Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa
hukuman tersebut saling memasuki (at Tadāhul) yaitu antara hukuman yang satu
dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman
yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung
oleh Ibrahim al-Nakha’i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman
mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman
77Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 168.
78 Muh. Abu Zahrah, al-Uqubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut: Dar al
Fikr, t.t.), h. 298.
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itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka
kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.79
Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas’ud yang
mengatakan:
ﳘﺪﺣأ ناﺪﺣ ﻊﻤﺘﺟا اذاﻚﻟﺬﺑ ﻞﺘﻘﻟا ﻂﺣأ ﻞﺘﻘﻟا ﺎ80
Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran
(mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila terdapat
beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati
maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.
Dalam masalah ini, pendapat Syafi’i dirasa cukup berat dalam menentukan
hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi’i tidak mengakui adanya
teori saling memasuki bahwa apabila terjadi perbarengan beberapa jarimah yang
hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu
dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian
yang lain.
b. Perbarengan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati
79Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h. 169.
80Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni, h. 299.
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Seperti berkumpulnya jarimah zina ghairu mukhson, pencurian, minum khamr
yang berulangkali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam
masalah ini terdapat dua pendapat: pertama, bahwa semua hukuman harus
dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya perbarengan melakukan jarimah itu
berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat
hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-
beda.81 Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling
memasuki.
Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus
dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi’iyah dan Hanabilah melaksanakan hukuman yang
paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina, pemotongan tangan
untuk jarimah pencurian. Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling
memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan
harta.
Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus didahulukan
daripada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan
hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Apabila
pemerintah menghendaki hukuman zina didahulukan maka hukuman zina akan
dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang didahulukan dan
seterusnya.
81Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, Al Mughni, h. 299.
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Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan dengan nash
Alquran, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr daripada hukuman
zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi.
Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi
dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan
menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.82
Pendapat kedua, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan
antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apabila hukuman itu
sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki. Namun apabila jenisnya
berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan
dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan
saja, karena hukuman minum telah masuk atau digabungkan.83
Kedua, Keadaan dimana terdapat perbarengan beberapa jarimah yang
hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat
tiga hal, yaitu:
a. Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati
Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah
qodhaf.
82 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h. 169.
83 Abu Zahrah, Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al‘Uqubat al Fiqh al Islam, h. 300.
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Hanabilah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman
harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih
dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau
berbilang.
Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis,
yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu
ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat
menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.
b. Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati
Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat
hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun
yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.84
Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qisas.
Apabila di dalam perbarengan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-
hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman mati.
Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah. Menurut madzhab Syafi’i
jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih rungan maka
wajib dilaksanakan.
c. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman
84Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h. 170.
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Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu qisas dan rajam, dalam hal ini
jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman
qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.85
Ketiga, Keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat
hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan,
yaitu:
a) Keadaan pertama dimana terdapat hukuman mati karena qisas
Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman
selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman qisas.
Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf
berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya
berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang
kedua.86
b) Keadaan kedua dimana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat
hukuman mati .
Dalam hal ini qisas harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena
berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu
Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya pengperbarengan
85Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, h. 170.
86Abu Zahrah, Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al‘Uqubat al Fiqh al Islam, h. 30.
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(at-tadaahul). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam
hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur ulama yang
berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling memasuki berdasarkan
atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan
dilaksanakannya qisas.
Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hal
Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-
hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.
Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila terdapat
dua hal, yaitu:
Pertama, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara
diwajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan
pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong
tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya
adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari
dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua
menjadi gugur.
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Kedua, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulangkali, seperti
pencurian berulangkali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.87
87Abdul Qadir al- Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, h. 628-629.
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)
Baik syariat Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori
perbarengan melakukan tindak pidana ini.Meskipun begitu di antara keduanya
terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Sebelum menjelaskan
lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaannya secara tertulis terlebih dahulu saya
akan dirincikan tabel berikut :
CONCURSUS PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM
PERSAMAAN PERBEDAAN
1. Keduanya sama-sama
menggunakan teori berganda
yang terbatas
2. Kedua perspektif mengakui
adanya teori penyerapan yang
dalam KUHP disebut dengan
absorbs, dan dalam hukum islam
disebut al-jabbu
1. Pemakaian teori berganda terbatas
dalam hukum Islam yang tidak
dipergunakan secara mutlak,
2. Teori saling memasuki yang
dipakai dalam hukum Islam jauh
lebih luas jangkauannya daripada
KUHP
3. Dalam KUHP, hukuman penjara
menjadi hukuman yang asasi
dengan batasan maxima dan
minima. Dalam hal ini berarti
hukuman tersebut dibatasi oleh
waktu. Sementara itu dalam
hukum Islam yang menjadi
hukuman asasi ialah hukuman
“potong” dan “cambuk”, dimana
hukuman ini dibatasi oleh akhlak
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atau tabiat dari perilaku jarimah.
4. Walaupun antara KUHP dan
Hukum Islam sama-sama
mengenal teori penyerapan
hukuman (al jabbu) sebagaimana
di awal telah dijelaskan namun
antara keduanya terdapat
perbedaan
Tabel 1.1
Dari Hasil pemilahan dalam table diatas adalah hasil dari beberapa penelitian yang
didapat dari beberapa sumber penelitian penulis, yang selanjutnya akan dijelaskan secara
spesifik sesuai dengan kapasitas & kapabilitas pemahaman penulis.
A. Persamaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang Perbarengan
Tindak Pidana (Concursus)
Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama memakai teori berganda
yang terbatas.88 Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi
hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut
tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang
seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum tersebut juga
sama, yaitu ketika terjadi perbarengan melakukan tindak pidana maka akan berakibat
munculnya pengperbarengan hukuman. Dalam kondisi seperti itu terjadi penjatuhan
hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu
banyak.Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya
88A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 363.
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pemenjaraan itupun bisa menjadi penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi.Hal
inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.
Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur
memaafkan. Keduanya memandang pelaku kejahatan dalam posisi terhalang ketika
melakukan jarimah yang kedua, karena dia belum mendapatkan hukuman atas
jarimah yang pertama.
Keduanya juga berpendirian bahwa perbarengan hukuman tanpa adanya pembatasan
maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.89
Adapun persamaan yang lain adalah keduanya mengakui adanya teori
penyerapan (absorbsi atau al jabbu). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah
satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam
Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat
menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa setiap
jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya,
melainkan harus dijatuhi satu persatu.90
Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan
hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.
89Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid: I (Beirut: Muassasah al Risalah,
1987), h. 751.
90Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30.
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B. Perbedaan Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang Perbarengan
Tindak Pidana (Concursus)
Meskipun di antara hukum Islam dan KUHP terdapat beberapa persamaan,
namun tak berarti di antara keduanya tidak terdapat perbedaan-
perbedaan.Penggunaan teori berganda yang tidak secara mutlak dalam hukum Islam
menjadi faktor pemicu perbedaan di antara keduanya.
Perbedaan-perbedaan tersebut nampak dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan
secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang
dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi
hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah
mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah
yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang
pertama atau sebelumnya maka secara logis dia terhalang untuk menerima
hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan
jarimah yang pertama. Dalam hal ini berarti tidak terdapat teori bergandanya
hukuman. Lain halnya jika jarimahnya itu berbeda-beda maka tidak
dijatuhkannya salah satu hukuman dari jarimah yang telah dilakukannya tidak
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bisa menjadi penghalang bagi jarimah yang kedua untuk mendapatkan hukuman
pula.91
Diterapkannya hukuman yang kedua diharapkan dapat mencegah pelaku
kejahatan untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena pada dasarnya setiap
hukuman itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
Dalam KUHP, hukum ini meniadakan hukuman bagi jarimah-jarimah yang
lain sehingga terjadi kecenderungan bahwa apabila seseorang melakukan jarimah
yang berat hukumannya maka sangat mungkin ia akan melakukan jarimah lain yang
lebih ringan.
2. Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas
jangkauannya daripada KUHP. Karena hukum tidak mengenal al tadaahul
kecuali dalam satu hal, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan untuk
mencapai satu tujuan dengan syarat jarimah-jarimah tersebut memiliki kaitan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Dalam hal ini antara hukum Islam dan KUHP memiliki perbedaan dalam segi
landasannya.KUHP menjadikan landasan saling memasuki (al-tadaahul) jika pelaku
kejahatan melakukan beberapa jarimahnya dengan satu tujuan dimana jarimah-
jarimah itu saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan untuk dapat dipisah-
pisahkan.Sedangkan hukum syara’ menjadikan landasan teori saling memasuki jika
hukuman-hukuman jarimah tersebut dilaksanakan untuk satu tujuan.Dari sini dapat
91A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h.364.
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diketahui bahwa KUHP teori saling memasuki ini tunduk terhadap tujuan yang
diinginkan oleh si pembuat hukum.92
3. Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan
maxima dan minima. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu.
Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman
“potong” dan “cambuk”, dimana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari
perilaku jarimah.93
4. Walaupun antara KUHP dan Hukum Islam sama-sama mengenal teori penyerapan
hukuman (al jabbu) sebagaimana di awal telah dijelaskan namun antara keduanya
terdapat perbedaan.
Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan perbarengan
hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan.Sementara itu dalam KUHP
teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi perbarengan hukuman yang
terdapat hukuman terberat sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam
penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.94
Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman
penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam
KUHP.Namun hukum Islam menetapkan hukuman penjara tanpa adanya batasan
92Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami. h. 753.
93A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h.366.
94Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, h. 754.
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waktu yang penggunaannya secara mutlak, seperti mencuri dengan hukuman potong
tangan, zina dengan dicambuk, dan lain-lain.Tujuan dari hukum Islam dalam
menerapkan teori penyerapan ini adalah untuk perbaikan tabiat bagi pelaku jarimah
dan juga agar orang yang melakukan jarimah tersebut bertaubat sehingga tidak
mengulangi jarimah lagi. Tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan
hukuman, maka keluarnya pelaku kejahatan dair penjara secara sempurna yaitu
dengan bertaubat dari perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu berada dalam
penjara.
Dari adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam
memandang masalah perbarengan melakukan tindak pidana itu, maka penyusun
mengambil kesimpulan bahwa di antara KUHP dan hukum Islam yang lebih baik
dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana
perbarengan ialah teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam.
Dengan keberadaan teori-teori tersebut maka terdapat kemungkinan hukum
Islam dapat memasukkan dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran
terhadap KUHP dalam menangani masalah perbarengan melakukan tindak pidana ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik
beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Terdapat dua teori yang merupakan teori perbarengan melakukan tindak pidana
menurut hukum Islam yaitu: pertama, teori saling memasuki atau al tadaahul,
yaitu apabila terdapat beberapa perbarengan jarimah, maka beberapa jarimah
tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain,
sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. Kedua, teori
penyerapan atau al jabbu, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang
pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.
Sedangkan teori perbarengan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada
empat yaitu: pertama, Absorbsi Stelsel, yaitu untuk perbarengan tindak pidana
tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 63 dan 64 KUHP). Kedua, Absorbsi
Stelsel yang dipertajam, yaitu untuk perbarengan tindak pidana berganda dimana
ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). Ketiga, Cumulasi
Stelsel, yaitu perbarengan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan
pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP). Dan keempat
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Cumulasi Stelsel yang diperlunak, yaitu untuk perbarengan tindak pidana berganda
dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP).
2. Hukum Islam memandang bahwa perbarengan hukuman itu muncul sebagai
akibat dari adanya perbarengan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah
satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam
mengakui adanya teori-teori perbarengan melakukan tindak pidana namun teori-
teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya
teori at tadaahul (saling memasukkan) dan al Jabbu (penyerapan).
Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga
bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, antara lain: perbarengan beberapa
jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, perbarengan beberapa
jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau
hamba, dan perbarengan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak
adami murni.
Sementara itu mengenai pandangan KUHP terhadap masalah perbarengan
melakukan tindak pidana, bahwa ketentuan mengenai masalah ini telah diatur dalam
pasal 63 hingga 75 KUHP.Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana
sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan perbarengan
melakukan tindak pidana.
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B. Implikasi Penelitian
Dari uraian mengenai perbarengan melakukan tindak pidana, terdapat
beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, di antaranya:
1. Pengaturan tentang delik perbarengan dan akibat hukumnya pada hakekatnya
adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan
keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan
bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung
jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran perbarengan
kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh
karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap
pelaku dan lingkungan pada umumnya.
2. Dengan berakhirnya penulisan tentang perbarengan melakukan tindak pidana
dalam perspektif hukum Islam dan KUHP (dalam study komparatif) ini, bukan
berarti bahwa pembahasan mengenai perbarengan melakukan tindak pidana ini
telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat
menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
3. Di samping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai perbarengan
melakukan tindak pidana ini, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah
keilmuan kita.
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